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RELASI ISLAM DAN KEKUASAAN: PLURALITAS TAFSIR 

ATAS BUDAYA DAN POLITIK MUSLIM 
 

 

erkembangan reformasi telah menawarkan banyak ruang kebeba-

san, baik dalam wacana maupun praktik politik. Beragam khazanah 

intelektual dibongkar kembali untuk dipajang dalam etalase ekpre-

mentasi kehidupan politik bangsa. Tak terkecuali khazanah dunia muslim 

yang secara historis telah memperlihatkan keintimannya dengan politik 

kekuasaan dengan rasa dan warnanya yang beragam. Sebagai sebuah 

wacana, ia berhak untuk ditafsirkan, diaktualisasikan, bahkan mungkin 

dibiarkan sebagai realitas masa lalu. Melihat transisi politik kebangsaan 

yang terus mencari bentuk dan di tengah wacana politik keagamaan yang 

sering melahirkan kesyahduan historis, maka kami berhasrat untuk men-

ampilkan beragam wacana tersebut dalam bingkai pluralitas politik 

kekuasaan Islam. Pluralitas wacana merupakan medium untuk meletakkan 

perbedaan sebagai keindahan yang memberi sinergi untuk melahirkan 

yang terbaik di antara sekian wacana yang ada.  

Refleksi kali ini menurunkan beberapa tulisan yang menawarkan 

wacana sosio-politik yang hadir dalam khazanah Islam sejak masa Khalafa 

al-Rasyidin, masa klasik dan pertengahan, serta realitas kontemporer yang 

terjadi di Indonesia.  

Tulisan pertama disajikan oleh Sirojuddin Aly yang mengulas secara 

mendalam beberapa sistem pemilihan kepemimpinan yang berlangsung 

pada masa Khalafa al-Rasyidin. Menurutnya proses kepemimpinan dari 

empat khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) melahirkan para-

digma yang berbeda. Pada masa Abu Bakar diterapkan sistem pemilihan 

langsung dan bebas, sementara kepemimpinan Umar dilakukan melalui 

pencalonan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Abu Bakar yang kemudian 

dipilih oleh rakyat. Sementara pada masa Utsman pemilihan dilang-

sungkan melalui panitia pemilihan yang dibentuk oleh Umar. Sedangkan 

kepemimpinan Ali diawali oleh pengakuan tokoh senior yang memiliki 

kharisma yang kemudian didukung oleh masyarakat. Proses pemilihan Ali 

P 

EDITORIAL 
 



berlangsung dalam masa krisis karena adanya persaingan di kalangan sa-

habat pasca terbunuhnya Utsman.  

Islam dan politik merupakan dua entitas yang unik karena keinti-

mannya dalam merangkai kekuasaan dalam Islam. Hal ini terlihat dari 

wacana yang berkembang di kalangan pemikir politik muslim dalam 

melihat relasi agama dan negara. Sukron Kamil menelaah pemikiran poli-

tik Islam yang, menurutnya, sangat kaya atau bersifat polyinterpretable, se-

hingga sulit digeneralisir dengan mengecapnya sebagai otoriter atau dem-

okratis. Sulit dipungkiri bahwa dalam sejarahnya Islam melahirkan be-

ragam praktik politik kekuasaan, mulai yang otoriter sampai yang demo-

kratis. Tulisan ini ingin melihat khazanah pemikiran politik Islam klasik 

dan pertengahan yang terkait dengan beberapa isu seperti hubungan 

agama dan negara, legitimasi otoritarianisme, bentuk pemerintahan teo-

krasi, demokrasi, dan aristokrasi, serta isu tentang masyarakat ideal. Dari 

pemaparan tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif tentang konsepsi politik Islam yang berkembang pada masa 

tersebut relevansinya dengan saat ini.  

Pluralitas wacana di dalam Islam mencerminkan adanya realitas yang 

beragam pula. Oleh karena itu perkembangan sosial budaya umat Islam 

akan ikut menentukan pergeseran kategorisasi yang sering dilakukan oleh 

para pengamat terhadap umat Islam. Muhamad Ali mencoba menelaah 

lebih jauh perdebatan yang meletakkan umat Islam Indonesia dalam kat-

egorisasi-kategorisasi yang harus dikritisi karena adanya kemungkinan ter-

jadinya konvergensi di antara kategorisasi tersebut. Sulit dipungkiri bahwa 

salah satu penemuan penting dalam menelaah sisi sosial umat Islam adalah 

kategorisasi kepercayaan dan perilaku orang Islam, yang membuktikan 

pluralitas Islam. Namun demikian, kategorisasi-kategorisasi ––seperti 

santri-abangan-priayi, tradisionalis-modernis, politikal-kultural, funda-

mentalis-liberal, menurut Ali, harus disikapi secara kritis. Kategorisasi 

yang paling tepat adalah yang lebih dekat kepada kenyataan. Santri-

abangan-priayi yang dikembangkan pada tahun 1960-an menunjukkan 

sentrisme Jawa dalam studi Islam Indonesia dan memperlihatkan suatu 

sistem tertutup yang statis, yang harus hati-hati ketika digunakan untuk 

menunjuk orang Islam di luar Jawa dan di masa sekarang. Pembedaan 

politikal-kultural juga sulit diterapkan dalam banyak kasus, seperti kasus 

ketika sebuah kelompok Islam terlibat dalam dua kegiatan politik dan kul-

tural sekaligus.  



Realitas sosial tidak selalu berjalin berkelindan dengan ajaran agama. 

Ajaran agung yang diwartakan oleh agama sering terhempas oleh ken-

yataan penyimpangan perilaku yang dipertontonkan oleh pemeluk agama, 

bahkan oleh tokoh agama itu sendiri. Inilah yang terlihat dari korupsi yang 

melanda negeri Indonesia, sebuah negara yang mayoritas penduduknya 

muslim. Korupsi di negeri ini merambah ke semua lini bagaikan gurita. 

Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi 

publik sebagai sarang korupsi. Tapi juga menyusuri lorong-lorong instansi 

yang tak terbayangkan sebelumnya bahwa di sana ada korupsi. Satu per 

satu skandal keuangan di berbagai instansi negara terbongkar. Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) yang dipenuhi aktivis demokrasi, akademisi, 

dan guru besar, pun tak steril dari wabah korupsi. Di Departemen Agama 

(Depag), kasus korupsinya bahkan telah menyeret mantan orang nomor 

satunya sebagai tersangka. Tulisan Achmad Zainuri ini mencoba 

mengungkap akar tradisi dan kultural dari penyimpangan tersebut.  

Perkembangan penafsiran terhadap sosial keagamaan lebih mengacu 

pada peran positif yang dimainkan oleh agama, walaupun sulit dipungkiri 

bahwa sebagian orang menganggap agama sebagai candu kemajuan. Figur-

figur seperti Namrud, Firaun, Sigmund Freud, Karl Marx, Nietzsche, dan 

lain-lain, memandang peran agama secara sosio-politis menunjukkan 

fungsi yang justru menghalangi kemajuan masyarakat, mengancam 

kekuasaan dan sistem yang telah dibangun oleh elite agama, budaya, atau 

politik. Namun melihat perkembangan masyarakat kontemporer, agama 

seperti sebuah spirit yang banyak dipertaruhkan sebagai ideologi alternatif 

bagi kehidupan saat ini. Agama dianggap sebagai petunjuk bagi manusia 

menuju jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itulah 

telaah Kusmana yang melihat peranan penting agama (Islam) bagi ke-

hidupan manusia. Menurutnya, terdapat signifikansi yang kuat pesan Is-

lam dari sisi rahmat dan kesalehan sosial.  

Tata kehidupan dunia diwarnai oleh beragam ideologi. Masing-masing 

ideologi menawarkan masa depan yang paripurna. Sosialisme menga-

gungkan kolektivisme dan mengabaikan individualitas yang bertujuan 

akhir untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat material. Sebaliknya 

kapitalisme (liberalisme) menempatkan manusia sebagai individu yang 

bebas dan berhak menentukan sendiri hidupnya. Karena itu, boleh 

melakukan apa saja yang dipandang baik dan benar bagi kepentingan dan 

keuntungan dirinya. Dari kedua ideologi besar dunia tersebut, Islam tidak 



menafikan atau menempatkan diri pada salah satu kutub tersebut. Islam 

hadir sebagai jalan tengah di antara ekstremitas beragam ideologi secara 

seimbang dan adil. Karena itu hubungan yang hendak dibangun oleh Is-

lam adalah kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh anak manusia. Tulisan Masri 

Mansoer ini mengulas sisi universalitas Islam sebagai landasan yang parip-

urna untuk membangun tatanan masyarakat dunia.  

Refleksi kali ini juga menurunkan tulisan yang mengulas perjalanan 

sejarah Hadis Nabawi yang panjang dan berliku. Perjalanan ini melahirkan 

kontroversi dan perseteruan wacana. Salah satu persoalan krusial yang 

kerap menjadi bahan perdebatan di pelbagai kalangan adalah menyangkut 

sejarah penulisan dan pembukuan Hadis. Bahkan, wacana (discourse) 

mengenai kodifikasi ini telah dijadikan senjata ampuh oleh orientalis dan 

para inkar al-sunnah (suatu kelompok yang menentang Sunnah) untuk 

mendiskreditkan Hadis atau Sunnah serta menggugat autentisitasnya se-

bagai sumber hukum Islam kedua, setelah al-Qur’an. Pertentangan di ka-

langan umat Islam, demikian halnya yang menjadi kritik para orientalis, 

berkutat pada persoalan keabsahan penulisan dan pembukuan Hadis jika 

dilihat dari aspek pertimbangan normatif, hingga akhirnya bermuara 

kepada keraguan terhadap otoritas Sunnah itu sendiri dalam sistem besar: 

Syariat Islam. Tulisan Ahmad Tholabi Kharlie ini berusaha memberikan 

klarifikasi awal terhadap pro-kontra seputar kodifikasi Hadis Nabi terse-

but.  

Rangkaian sajian tulisan dalam Refleksi kali ini merupakan ekspresi 

dari relasi ajaran langit dengan realitas historis yang tidak selalu berjalin 

berkelindan. Tentu, koneksitas antara ajaran langit dan realitas historis 

adalah harapan yang harus terus disuarakan secara sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selamat membaca.  

 

Jakarta, Agustus 2005  

 

Redaksi 
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Abstract: In the realm of Political Science, there are various models for selecting leaders of 

a government. Some involve direct elections, while others rely on representation. Similarly, 

within Islam, there is diversity in the models of leadership selection. This diversity emerged 

after the passing of Prophet Muhammad, particularly during the era of the Rashidun Ca-

liphs. This occurred because neither the Quran nor the Hadith provide explicit and de-

tailed instructions regarding the process of selecting a head of state. This article examines 

the paradigm of leadership selection during the era of the Rashidun Caliphs. It delves into 

the selection systems for the four caliphs: Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali, each of 

whom, according to the author, had distinct differences. Furthermore, the article provides 

a comparative analysis between several modern political systems and the concepts espoused 

by Islam. 

 

Keywords: Head of State; Leader; Rashidun Caliphs; Companions of the Prophet. 
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Abstrak: Dalam khazanah Ilmu Politik banyak model pemilihan pemimpin sebuah 

pemerintahan. Ada yang melalui proses pemilihan langsung ada melalui perwakilan. Di 

dalam Islam model pemilihan juga beragam. Keragaman pemilihan tersebut berlangsung 

pasca Rasulullah saw. wafat, yaitu sejak masa Khalafa al-Rasyidin. Hal ini terjadi karena 

di dalam al-Qur’an maupun Hadis tidak ada keterangan yang secara tegas dan detail 

membincangkan proses pemilihan kepala negara. Tulisan ini mengulas paradigma pem-

ilihan pemimpin pada masa Khalafa al-Rasyidin. Ia mencoba mengulas sistem pemilihan 

terhadap empat khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang menurut penu-

lis memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Lebih jauh tulisan ini juga mengupas secara 

komparatif beberapa sistem politik modern dengan konsepsi yang diwartakan oleh Islam. 

 

Kata Kunci: Kepala Negara; Pemimpin; Khalafa al-Rasyidin; Sahabat Nabi.  

 

 

Pendahuluan  

Kemunculan seorang pemimpin dalam suatu komunitas masyarakat 

merupakan suatu keniscayaan, terutama pada masyarakat yang sudah ber-

budaya. Itulah sebabnya, dalam dinamika kehidupan masyarakat selalu 

berlangsung pemilihan calon pemimpin atau kepala, baik kepala suku, 

kepala organisasi, maupun kepala negara. Dalam pemilihan itu secara 

otomatis terjadi kompetisi (persaingan) dari beberapa kontestan untuk 

memperebutkan jabatan ketua, kecuali jika hanya ada satu calon (calon 

tunggal) atau dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem monarki, 

maka pemilihan dan kontestan itu tidak ada. Dalam persaingan itu, secara 

ideal, ada peluang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan calon ter-

baik atau yang berkelayakan, tetapi dalam realitas percaturan politik, teru-

tama bagi negara-negara yang menerapkan sistem multi-partai, yang mun-

cul secara pragmatis sering yang tidak capable dan tidak berkelayakan, aki-

batnya terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam menata kehidupan 

perpolitikan.  

Pada masa Khulafa al-Rasyidin terjadi beberapa kali pemilihan kepem-

impinan (mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai Ali) yang diseleng-

garakan dengan pola-pola berbeda. Perbedaan-perbedaan ini merupakan 

suatu kewajaran jika dilihat dari sudut dinamika kehidupan umat yang 

senantiasa mengalami perubahan dari satu jenjang ke jenjang yang lain, 

sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing umat. Oleh karena 

itu pemilihan kepala negara pada masa Khulafa al-Rasyidin tidak melalui 

pola-pola baku atau mekanisme yang sistemis sebagaimana di masa mod-

ern. Namun demikian, pemilihan para Khulafa al-Rasyidin pada dasarnya 
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berdasarkan musyawarah sehingga pemerintahan saat itu bisa disebut se-

bagai pemerintahan berdasarkan sistem Syura, atau Demokrasi Islam atau 

sebagaimana para pemikir muslim kontemporer menyebutnya sebagai 

“Theo Demokrasi”.  

 

Al-Qur’an, Sunnah Nabi, dan Realitas Perpolitikan  

Al-Qur’an tidak menentukan dengan jelas suatu teori tentang negara 

atau organisasi pemerintahan. Tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana 

cara dan pola menentukan pemimpin umat atau kepala negara, kecuali 

petunjuk yang sifatnya umum. Misalnya petunjuk agar umat Islam men-

cari penyelesaian dalam masalah-masalah yang melibatkan kepentingan 

orang banyak melalui musyawarah1 tanpa adanya pola atau mekanisme 

baku tentang bagaimana musyawarah itu dilakukan. Dalam kata lain, al-

Qur’an dan Sunnah Nabi memerintahkan umat Islam supaya melaksanakan 

syura. Namun demikian, al-Qur’an maupun al-Sunnah tidak menjelaskan 

bagaimana syura dalam memilih kepala negara dilakukan dalam bentuk 

tertentu dan siapa saja yang terlibat dalam syura itu.2 Ini artinya, masalah-

masalah yang melibatkan orang banyak adalah masalah-masalah ijtihadi-

yah yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu, Hal ini memunculkan 

interpretasi bahwa Islam memberi kebebasan kepada pemikir muslim un-

tuk memikirkan format terbaik tentang sistem dan bentuk negara (terma-

suk pola dan mekanismenya) sesuai dengan situasi dan kondisi yang ber-

beda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu generasi ke generasi yang 

lain, tetapi yang penting substansinya tetap mengacu kepada dasar-dasar 

ajaran al-Qur’an dan Sunnah Nabi.3 Dengan demikian bentuk dan 

mekanisme sebuah pemerintahan dalam Islam bisa saja berubah-ubah 

sesuai dengan tuntutan zaman.  

Pertemuan para sahabat Nabi di Saqifah meskipun tidak direncanakan 

sebelumnya merupakan pertemuan bersejarah yang paling besar 

pengaruhnya terhadap perjalanan perpolitikan umat Islam. Dalam per-

temuan itu setidaknya dihasilkan dua keputusan penting, yaitu:  

1) Adanya keharusan untuk mendirikan khilafah, suatu bentuk 

pemerintahan melalui syura yang mengacu kepada dasar-dasar al-

Qur’an dan Sunnah Nabi.4 Sepeninggal Nabi Muhammad Saw.  

2) Prinsip pemilihan khalifah hanya terlaksana melalui prosedur pem-

ilihan (election procedure) dari umat, aspirasi umat, dan wakil umat 

yang aspiratif.5 
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Sejarah tidak pernah menyebutkan adanya seseorang yang mengklaim 

adanya teks wasiat dari Rasulullah Saw. yang menunjuk seseorang untuk 

mengemban jabatan khalifah. Dengan kata lain, Nabi Muhammad 

meninggal dunia tanpa menunjuk penggantinya ataupun menetapkan 

suatu sistem bagi pemilihan penggantinya.6 Namun tidak demikian 

dengan umat Islam Syiah yang fanatik loyal (tasyayyu) kepada Ali r.a. dan 

keturunannya.7 Oleh karena itu umat Islam Sunni menyatakan bahwa ke-

jadian di Saqifah itu merupakan kesepakatan final. Pendirian ini didukung 

oleh kalangan Mu’tazilah, Murjiah, dan Khawarij, bahwa pola menuju 

keimamahan (kepemimpinan) yang konstitusional atau bahwa sumber 

kekuasaan khalifah hanya dapat dicapai melalui pemilihan umum oleh 

umat yang dicerminkan oleh prosedur pembaiatan.8 Dengan demikian, 

umat merupakan dasar legitimasi kekuasaan dan kepemimpinan identik 

dengan kontrak politik antara umat dan pemimpin yang dipilih, tidak 

peduli apa pun namanya.9 Jika dihubungkan dengan kondisi perpolitikan 

pada masa kini, maka bisa saja seorang kepala negara menggunakan nama 

Presiden, Perdana Menteri, Raja, Sultan, dan sebagainya.  

 

Syura sebagai Dasar Memilih Kepala Negara  

Sejak kewafatan Nabi Muhammad Saw., maka berakhirlah masa yang 

sangat unik dalam sejarah Islam, yaitu kehadiran seorang pemimpin yang 

kharismatik, memiliki otoritas spiritual dan temporal berdasarkan kena-

bian dan bersumberkan wahyu Ilahi,10 sementara beliau tidak meninggal-

kan wasiat atau pesan11 tentang siapa di antara para sahabat yang harus 

menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Karena Nabi Muhammad 

Saw. sebagai satu-satunya orang yang menjadi rujukan dalam berbagai ma-

salah sudah tidak ada lagi, maka umat Islam, dalam hal ini para sahabat 

Nabi, harus menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut kepent-

ingan orang banyak melalui syura12 atau musyawarah.  

Musyawarah secara umum dapat didefinisikan sebagai proses pengam-

bilan keputusan atau ketetapan berdasarkan persetujuan orang banyak 

(suara terbanyak) atau secara aklamasi. Dalam praktiknya musyawarah dil-

akukan melalui usaha akomodasi berbagai pendapat yang berbeda ter-

hadap suatu masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Hal 

tersebut kemudian diuji oleh para pemikir hingga ke tahap kebenaran atau 

yang paling benar di antara yang benar untuk diimplementasikan agar 
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menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bijaksana dan memiliki kekuatan 

hukum karena mendapat dukungan orang banyak.  

Dari segi urgensinya musyawarah (syura) mempunyai arti yang sangat 

signifikan dalam organisasi apa pun. Setiap negara lebih-lebih negara maju 

memusatkan perhatian pada akses musyawarah (consultation) dalam 

berbagai masalah, karena musyawarah merupakan jalan terbaik untuk 

mencapai pendapat dan solusi yang lebih bijaksana bagi kemaslahatan in-

dividu, golongan, serta negara, bahkan internasional.13 Maka tidak heran 

jika Islam begitu besar perhatiannya terhadap asas musyawarah, sehingga 

salah satu surat al-Qur’an ada yang bernama surat al-Syura. Surat ini ber-

bicara tentang karakteristik orang-orang mukmin, di antaranya mereka 

yang menjadikan kehidupan mereka berdiri di atas asas musyawarah,14 

bahkan urusan mereka seluruhnya dilaksanakan berdasarkan musya-

warah.15 Perintah untuk bermusyawarah ditujukan kepada siapa saja dari 

umat Islam, tidak terkecuali Nabi Muhammad Saw. sendiri. Nabi Mu-

hammad yang kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul yang ma’shum dalam 

hal-hal tertentu yang di luar kewenangannya juga melakukan musya-

warah.16 Namun demikian tidak semua masalah boleh dimusyawarahkan. 

Artinya objek-objek wilayah yang dapat dimusyawarahkan ada batas-ba-

tasnya, yaitu selama tidak berbenturan dengan nas-nas al-Qur’an maupun 

Sunnah Rasul Saw.17 Syura dijadikan konsep bagi sistem pemerintahan 

yang mengacu kepada dasar-dasar al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Ziaudin 

Sardar memberikan arti syura sebagai prinsip perundingan atau konsultasi 

tentang suatu masalah yang melibatkan orang banyak sebagai dasar sistem 

politik negara.18 Dari segi fungsinya syura merupakan prinsip umum un-

tuk menyelesaikan masalah-maslah yang dihadapi umat Islam.19 Memilih 

seorang tokoh yang berkelayakan (capability) atau tokoh kontemporer 

(a’yan al-ashri) seperti yang diisyaratkan al-Mawardi20 haruslah berdasar-

kan musyawarah (syura), sebagaimana dituntut oleh Islam.21 Bahkan 

Umar bin Khattab menyatakan, bahwa siapa saja yang mengangkat (mem-

ilih dan membaiat) seseorang untuk menjadi pemimpin umat tanpa me-

lalui musyawarah lebih dahulu, maka pengangkatannya tidak sah.22 Itulah 

sebabnya kepemimpinan Khalafa’ al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, 

Utsman, dan Ali bin Abi Thalib) semuanya dipilih melalui proses musya-

warah/syura di antara para elite sahabat Nabi yang kemudian diikuti 

dengan pembaiatan secara massal oleh umat Islam.23 
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Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Islam tidak menentukan pola 

dan mekanisme tertentu dalam memilih kepala negara (khalifah, sultan, 

presiden, dan sebagainya). Semuanya terserah kepada kondisi dan perkem-

bangan yang ada pada masyarakat. Islam hanya menggariskan prinsip 

umum atau rambu-rambunya saja. Aturan atau mekanisme yang digaris-

kan oleh para pemikir politik Islam dengan berbagai bentuk dan cara 

pelaksanaannya adalah berdasarkan ijtihad.24 Di sinilah letaknya bahwa Is-

lam tidak menentukan pola atau mekanisme baku dalam hal-hal yang si-

fatnya berubah dan dinamis. Karena jika ditetapkan secara baku barangkali 

hanya sesuai pada masa atau tempat tertentu, tetapi tidak cocok dengan 

masa dan tempat yang lain. Di sinilah ada ruang-ruang bagi umat Islam 

untuk melakukan ijtihad dalam hal-hal yang berkaitan dengan pola atau 

mekanisme pelaksanaan pemerintahan berdasarkan syura. Oleh karana itu 

dapat dilihat bagaimana pola-pola pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman, 

dan Ali bin Abi Thalib berbeda-beda antara satu dengan lainnya.  

 

Pola-pola Pemilihan Para Khulafa Al-Rasyidin  

Kepala negara dalam Islam dipilih dari individu-individu umat Islam 

dan umatlah pemilik hak dalam memilih khalifahnya.25 Dari literatur 

klasik berkaitan dengan pemilihan kepala negara, Muhammad Abdul Qa-

dir Abi Fariz mengemukakan dua tahap pemilihan kepala negara, yaitu 

tahap pencalonan dan tahap Baiat.26 Tahap pencalonan disebut juga baiat 

khusus karena ahl al-hilla wa al-’aqdi (semacam lembaga legislatif) mem-

ilih khalifah dan mencalonkannya kepada umat untuk diketahui suara 

mereka. Sedangkan pada tahap berikutnya, yaitu baiat umum yang lebih 

mirip referendum, karena kandidat kepala negara (khalifah, imam) 

menyampaikan visi dan misi dalam bentuk pidato di hadapan umat di 

masjid.27 Kemudian setelah selesai pidato, umat Islam membaiat kandidat 

kepala negara tersebut, biasanya dengan berjabatan tangan seraya men-

gucapkan “saya baiat Anda sebagai khalifah” atau dengan ucapan “saya 

berbaiat untuk taat dan setia kepada Anda.” Dalam konteks ini seorang 

kandidat kepala negara akan inilah oleh umat sejauh mana kredibilitas dan 

kapabilitasnya sebagai seorang calon. Hal ini sebagaimana yang dilakukan 

umat Islam dalam memilih kepala negara (khalifah) ke-3, yang pada 

akhirnya setelah melalui tahap-tahap proses ada dua calon tangguh, yaitu 

Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Lalu yang muncul kemudian 



133 | Sirojuddin Aly 

Refleksi Vol. 7, No. 2 (2005) 

sebagai pemenang adalah Utsman ibn Affan. Abu Bakar r.a., dipilih se-

bagai khalifah dengan persetujuan mayoritas umat dan pembaiatan dil-

akukan secara massal oleh umat setelah Abu Bakar dibaiat lebih dahulu 

(baiat khusus) oleh orang-orang yang terlibat dalam musyawarah Saqifah. 

Pemilihan dan pembaiatan juga dilakukan terhadap ketiga khalifah 

sesudah Abu Bakar r.a.  

Keharusan mendapatkan persetujuan umum atau dalam konteks masa 

sekarang suara mayoritas dari rakyat bagi seorang calon kepala negara (kha-

lifah) dikemukakan oleh para pemikir Islam. Di antaranya adalah Ibnu 

Taimiyah. Abu Fariz mengutip pandangan Ibnu Taimiyah yang menya-

takan bahwa imamah (kepemimpinan) menurut Ahlus Sunnah ditetapkan 

atas persetujuan umat. Seseorang tidak dapat menjadi imam jika tidak 

mendapatkan persetujuan dari umat.28 Berdasarkan realitas di atas 

sebenarnya sistem pemerintahan monarki dalam Islam tidak ada sumber 

yang kuat bila merujuk pada implementasi ideal pemerintahan di masa 

Nabi Muhammad Saw. dan para khulafa al-Rasyidin. Namun demikian 

tidak ada salahnya dalam Islam untuk mendirikan bentuk-bentuk 

pemerintahan lain sepanjang dapat memberikan perlindungan dan 

mewujudkan kesejahteraan secara merata kepada rakyatnya berdasarkan 

ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.  

Berdasarkan kajian mendalam mengenai pola-pola pemilihan para 

Khulafa al-Rasyidin yang dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali 

ternyata berbeda-beda, meskipun substansinya sama, yaitu berdasarkan sy-

ura atau musyawarah. Muhammad Abu Zahrah setelah menganalisa pola-

pola pemilihan yang terjadi kepada keempat Khulafa al-Rasyidin 

mengemukakan beberapa pola sebagai berikut:29 

 

Pemilihan Langsung dan Bebas  

Ketika baru saja Nabi Muhammad Saw. wafat dan jenazahnya belum 

dimakamkan, orang-orang Anshar mengadakan pertemuan di Saqifah 

Bani Saidah.30 Mereka bermusyawarah membicarakan masalah kepem-

impinan pasca Nabi Muhammad. Mereka menginginkan agar kepem-

impinan dari salah seorang tokoh Anshar. Karena orang-orang Anshar 

memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri sebagaimana diucapkan oleh 

Sa’ad Ibn Ubadah dalam pidatonya di Saqifah,31 di antaranya bahwa 

orang-orang Anshar memberi perlindungan kepada orang-orang Muhaji-

rin. Dengan keislaman orang-orang Anshar, agama Islam menjadi lebih 
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berpengaruh dan dapat disebarkan ke seluruh pelosok wilayah di luar 

Madinah,32 tidak seperti dulu ketika Nabi Muhammad Saw. bersama sa-

habat-sahabatnya di Mekah dalam keadaan tertekan, dikucilkan, dihina, 

dan berbagai penyiksaan yang dikenakan kepada komunitas muslim di 

Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Anshar kemudian 

tertuju kepada Sa’ad Ibn Ubadah untuk menjadi pemimpin dan bahkan 

Hubab salah seorang dari orang-orang Anshar sempat membuat pern-

yataan bahwa kalau orang-orang Muhajirin menolak kepemimpinan 

Sa’ad, usir saja mereka dari Madinah.33 

Berita mengenai adanya pertemuan orang-orang Anshar di Saqifah itu 

pada akhirnya sampai juga ke Umar Ibn Khattab. Lalu Umar pergi 

menemui Abu Bakar yang berada di rumah duka Rasulullah di mana Ali 

bin Abi Thalib memang sudah berada di situ. Seraya memberitahukan 

kepadanya tentang apa yang terjadi di Saqifah dan meminta Abu Bakar 

untuk bersama-sama pergi ke Saqifah, maka keduanya pergi ke Saqifah 

dan di tengah jalan bertemu dengan Abu Ubaidah. Ketiga sahabat Nabi 

ini terus menuju Saqifah. Sesampainya di sana lalu bergabung dengan 

orang-orang Anshar ikut bermusyawarah.  

Setelah terjadi silang pendapat antara kedua kubu para sahabat Nabi 

(orang-orang Anshar dan orang-orang Muhajirin), sebagian orang-orang 

Anshar menyampaikan pandangan untuk membentuk dua pemimpin 

(amir). Dari kalangan Quraisy satu orang dan dari kalangan Anshar 

seorang pemimpin.34 Kemudian Umar angkat bicara bahwa tidak mung-

kin dua orang pemimpin bisa bersatu dalam satu masa (qaran).  

Dalam kondisi tegang ini beberapa sahabat di antaranya Bisyar bin 

Saad, Abu al-Nu’man bin Bisyar mengingatkan orang-orang Anshar dan 

membenarkan bahwa orang-orang Anshar memberi perlindungan kepada 

orang-orang Quraisy, tetapi Nabi Muhammad Saw. keturunan Quraisy 

dan kaumnya lebih berhak dan lebih utama dalam kepemimpinan. Ber-

takwalah kalian kepada Allah dan jangan saling berselisih.35 Setelah 

mendengar ucapan Bisyar, Abu Bakar kemudian angkat bicara kepada 

hadirin yang sedang bermusyawarah di Sagifa, “...ini Umar dan yang ini 

Abu Ubaidah, silakan yang mana satu (Umar atau Abu Ubaidah) yang 

akan kalian baiat.” Kemudian Umar dan Abu Ubaidah berdiri dan 

keduanya berkata, “Tidak ....... jangan ...... jangan baiat kami, tetapi kami 

akan baiat Anda, Abu Bakar, karena Anda orang yang paling kami 

muliakan di kalangan orang-orang Muhajirin.36 Ulurkan angan Anda 
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(Abu Bakar), kami baiat Anda.” Dalam pembaiatan ini orang yang per-

tama kali membaiat Abu Bakar dari kalangan orang-orang Anshar adalah 

Bisyar bin Sa’ad dan dari kalangan orang-orang Muhajirin adalah Umar 

dan Abu Ubaidah. Hadirin yang ada di Saqifah akhirnya membaiat Abu 

Bakar. Baiat yang dilakukan di Saqifah adalah baiat khusus yang tidak ber-

beda secara substansial dengan pencalonan Abu Bakar, sebab baiat secara 

massal dilakukan pada esok harinya. Sebagaimana dituturkan Ibnu His-

yam, bahwa ketika Abu Bakar dibaiat di Saqifah, pada esok harinya ia 

duduk di atas mimbar. Kemudian Umar menyampaikan pidatonya kepada 

hadirin yang ada di masjid dan di halaman masjid, dan pidato Umar di-

akhiri dengan seruan agar umat Islam memberikan baiat kepada Abu Ba-

kar sebagai khalifah. Rupanya kampanye Umar dapat meyakinkan umat. 

Kemudian para hadirin yang ada di masjid dan halaman masjid membaiat 

Abu Bakar secara umum (massal),37 kecuali Ali bin Abi Tahalib dan Fati-

mah (Istri Ali dan Putri Nabi Muhammad Saw.) dari kalangan Muhajirin 

dan Saad bin Ubadah dari kalangan Anshar. Mereka tidak ikut berbaiat 

kepada Abu Bakar dengan alasan hari itu adalah hari berkabung karena 

kematian orang termulia dan tercinta, Nabi Muhammad. Sementara Saad 

bin Ubadah tidak berbaiat lebih karena dia lawan politik Abu Bakar dalam 

bursa pencalonan khalifah. Jadi Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan Saad bin 

Ubadah ketiga-tiganya secara psikologis terkesan ada kekecewaan terhadap 

apa yang terjadi di Saqifah.  

Demikianlah pola pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama da-

lam sejarah perpolitikan Islam. Pemilihannya di Saqifah Bani Sa’idah ber-

dasarkan musyawarah yang dalam salah satu aspek sama dengan demokrasi 

dalam paham modern yang mengusung tema konsultasi atau musyawarah 

dalam memilih kepala negara. Meskipun demikian, pemilihan Abu bakar 

dilakukan dengan pola sederhana karena sesuai dengan kondisi saat itu, 

tidak melalui mekanisme yang sistematik sebagaimana pemilihan kepala 

negara di zaman modern. Sebagai khalifah pertama, pemilihan Abu Bakar 

dalam sejarah perpolitikan Islam dapat dikatakan berjalan secara demokra-

tis, bebas tanpa ada tekan menekan, atau tawar menawar di belakang layar 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan.  

 

Pemilihan Melalui Pencalonan Pemimpin Sebelumnya  

Pemilihan seorang kandidat kepala negara bisa juga dilakukan melalui 

usulan yang disampaikan oleh pemimpin sebelumnya setelah mengadakan 
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musyawarah dengan para tokoh atau elite politik dan kemudian usulan itu 

mendapat dukungan secara aklamasi dari umat. Pemilihan seperti ini ter-

jadi kepada Umar bin Khattab. 

Menjelang akhir hayatnya, Abu Bakar mengadakan lobi terbatas 

dengan sahabat-sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin 

Affan, Said bin Zaid, dan Usaid bin Hudhair serta sahabat lainnya dari 

kaum Muhajirin dan Anshar.38 Dalam lobi ini Abu Bakar mengajukan 

usulan agar Umar dipilih sebagai khalifah (kepala negara) setelah dirinya 

meninggal. Usulan ini dicatat dalam suatu ordinand oleh Utsman bin Af-

fan yang berada di sisinya. Status ordinand sebagai rekomendasi dari Abu 

Bakar agar Umar dipilih sebagai khalifah yang kemudian diserahkan 

kepada umat Islam untuk menentukan sikap setuju atau menolak usulan 

ini. Setelah selesai mencatat apa yang diutarakan Abu Bakar lalu dibacakan 

oleh Utsman kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar menyetujuinya. Para sa-

habat senior yang menghadiri lobi ini menyetujui usulan Abu Bakar.39 

Setelah selesai, Abu Bakar mengundang Umar bin Khattab untuk 

memberitahukan hasil lobi bahwa para sahabat semua sepakat untuk 

mengangkat Umar menjadi khalifah. Umar pun menerimanya dengan 

lapang dada.40 Kemudian ordinand dibacakan oleh Utsman di hadapan 

umat Islam di Masjid Nabawi. Setelah mendengar pembacaan ordinand 

itu umat Islam terus mendukung sepenuhnya usulan Abu Bakar. Ini be-

rarti bahwa Abu Bakar mendapat persetujuan sepenuhnya dari umat Is-

lam. Pada akhirnya Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah ke-2 untuk 

menggantikan Abu Bakar. Kemudian proses selanjutnya diadakan baiat 

secara massal oleh umat Islam.41 

 

Pemilihan Melalui Panitia Pemilihan  

Pola lain dari pemilihan kandidat kepala negara adalah pemilihan me-

lalui pembentukan Panitia Pemilihan (election committee). Pemilihan sep-

erti ini terjadi kepada Utsman bin Affan. Umar bin Khattab ketika di 

akhir-akhir pemerintahannya membentuk panitia pemilihan yang terdiri 

dari enam orang sahabat senior Nabi.42 Keenam sahabat senior itu43 ialah 

Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin 

Abi Waqqasy, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah, serta Ab-

dullah bin Umar tetapi sebagai peninjau saja, tanpa hak suara. Panitia 

pemilihan ini diketuai oleh Abdurrahman Bin Auf.44 Khalifah Umar me-

merintahkan kepada Panitia Pemilihan supaya bersidang dan dapat 
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mengambil keputusan tentang siapa yang akan tampil sebagai khalifah dari 

keenam tokoh sahabat dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari. Panitia 

Pemilihan yang dibentuk oleh Umar ini barangkali mirip dengan Komite 

Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan 

pemilihan kepala negara. 

Setelah Umar wafat, panitia pemilihan45 segera mengadakan sidang un-

tuk merundingkan pengisian jabatan khalifah, tetapi sayang seperti 

dikatakan Munawir Sjadzali, sejak awal jalannya sidang agak alot (macet), 

karena dimungkinkan adanya persaingan intern dalam bursa pemilihan 

khalifah. Dalam situasi yang tidak menggembirakan ini, Abdurrahman bin 

Auf yang kapasitasnya sebagai ketua panitia pemilihan terus mengadakan 

usaha-usaha agar masalah kepemimpinan segera terselesaikan. Kemudian 

Abdurrahman mengambil langkah-langkah kongkret atas dasar mandat 

yang diberikan oleh Umar kepadanya. Abdurrahman mengadakan musya-

warah dengan tokoh-tokoh sahabat selain tokoh-tokoh panitia pemilihan 

untuk mendapatkan masukan-masukan tentang masalah kepemimpinan 

ini. Ternyata di masyarakat telah berkembang polarisasi atau opini adanya 

dua kubu pendukung, yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib di satu pihak 

dan di pihak lain pendukung Utsman bin Affan. Oleh karena kondisi su-

dah terbentuk sedemikian rupa, maka langkah Abdurrahman selanjutnya 

mengadakan sesi tanya jawab (sesi debat) kepada beberapa tokoh sahabat 

untuk mendapatkan gambaran siapa yang paling layak di antara enam 

tokoh sahabat yang menjadi panitia pemilihan untuk menjadi khalifah. 

Tetapi satu persatu panitia pemilihan mengundurkan diri dan tidak mau 

dipilih sebagai khalifah. Akhirnya tinggal dua orang tokoh yang menjadi 

idola umat pada waktu itu yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. 

Abdurrahman mengajukan pertanyaan dalam forum debat yang memer-

lukan jawaban sebagai ukuran untuk menentukan siapa yang akan men-

jadi khalifah di samping untuk mengetahui visi dan misi tokoh yang ber-

sangkutan. Jadi tradisi debat antara kandidat dalam Islam sudah ada sejak 

zaman dulu. Abdurrahman mulai mengajukan pertanyaan kepada Ali bin 

Abi Thalib, “Ali ...! seandainya bukan Anda yang menjadi khalifah, 

menurut Anda siapa yang paling layak menjadi khalifah?” Ali menjawab, 

“Utsman...” Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada Utsman. 

Utsman menjawab, “Ali...” Dengan demikian permasalahan sudah hampir 

mendekati kejelasan, bahwa hanya ada dua kandidat saja untuk jabatan 

khalifah, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.  
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Langkah selanjutnya, Abdurrahman bin Auf melakukan tes psikologis 

kepada kedua kandidat itu untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepem-

impinan dan komitmen keduanya kepada ketentuan-ketentuan Syariat Is-

lam. Abdurrahman memanggil Ali bin Abi Thalib dan mengajukan per-

tanyaan kepadanya sebagai berikut, “Wahai Ali...! seandainya Anda dipilih 

menjadi khalifah, apakah Anda sanggup melaksanakan segala ketentuan 

yang ada dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi, serta kebijakan-kebijakan 

dua khalifah terdahulu, yaitu Abu Bakar dan Umar? Ali menjawab, “Ya... 

mengenai ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Akan tetapi 

mengenai kebijakan-kebijakan dua khalifah terdahulu sebatas yang saya 

mampu, saya akan laksanakan.” Dalam pengertian bahwa jika ketentuan 

itu berasal dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi itu pasti Ali laksanakan, tetapi 

jika kebijakan itu berasal dari kedua pemimpin terdahulu, tampaknya Ali 

agak keberatan. Kemudian Abdurrahman giliran bertanya kepada Utsman 

dengan pertanyaan yang sama yang diajukan kepada Ali. Ternyata jawaban 

Utsman bagi Abdurrahman agaknya yang lebih meyakinkan, karena jawa-

bannya tidak mengandung syarat, ya...! Itu yang seharusnya dilakukan. 

Mendengar jawaban Utsman yang tidak mengandung syarat itu, Ab-

durrahman langsung memegang tangan Utsman sebagai pertanda pilihan 

kuat untuk menduduki jabatan khalifah, dan Abdurrahman terus men-

gucapkan baiat kepadanya. Hal tersebut kemudian diikuti oleh para sa-

habat senior termasuk Ali dan umat Islam.46 

 

Pemilihan Kepala Negara dalam Kondisi Krisis  

Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan 

dalam situasi politik yang tidak stabil.47 Oleh karena itu penyelenggaraan 

pemilihannya pun jauh dari sempurna.48 Setelah terjadi peristiwa pem-

bunuhan terhadap Utsman, sebagian umat Islam (yang melakukan 

demonstrasi besar-besaran di kota Madinah) mendesak Ali agar bersedia 

diangkat menjadi khalifah. Madinah pada waktu itu dikatakan kosong ka-

rena banyak sahabat senior yang sedang melakukan kunjungan ke wilayah-

wilayah yang baru ditaklukkan dan hanya sedikit saja yang masih tinggal 

di Madinah. Di antara sahabat senior yang ada di Madinah adalah 

Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam, dan tidak semua yang 

ada di Madinah pun semuanya mendukung Ali, seperti Sa’ad bin Abi 

Waqqas dan Abdullah bin Umar. Pada mulanya Ali menolak desakan se-
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bagian umat Islam itu, bahkan Ali bertanya: “Di mana peserta perang Ba-

dar? Di mana Thalhah, Zubair, dan Sa’ad?” Menurut Ali mereka adalah 

orang-orang yang berhak menentukan siapa yang akan dipilih menjadi 

khalifah. Kemudian muncullah ketiga tokoh senior itu dan berbaiat 

kepada Ali yang segera diikuti oleh masyarakat Islam, baik dari kelompok 

Muhajirin dan kelompok Anshar, termasuk juga kelompok yang menga-

dakan demonstrasi dan sebagian di antara mereka yang bertanggung jawab 

atas kematian Utsman.49 Orang yang pertama kali melakukan baiat kepada 

Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah,50 meskipun di kemudian hari Thalhah 

dan Zubair menjadi penentang Ali. Pembaiatan Ali didukung pula oleh 

masyarakat Hijaz dan Irak, tetapi masyarakat Syam di bawah pimpinan 

Muawiyah yang waktu itu menjadi gubernur menolak pembaiatan Ali, 

bahkan mereka meminta hak Qishash (tuntutan hukuman) terhadap para 

pembunuh Utsman terlebih dahulu, juga memprotes keikutsertaan kaum 

demonstran dalam pembaiatan.51 

Sejak awal setelah khalifah Utsman terbunuh, situasi politik sudah bu-

ruk. Hal ini membawa konsekuensi pada siapa pun yang muncul menjadi 

khalifah (Kepala Negara) menanggung beban masalah. Setelah Ali resmi 

menjadi khalifah kondisi politik bukannya bertambah baik, tetapi semakin 

parah. Krisis politik berkepanjangan berlangsung sepanjang masa 

pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali dianggap tidak mampu me-

nyelesaikan krisis yang terjadi pada masanya.  

Secara tegas dapat dikatakan bahwa realitas pengangkatan Ali sebagai 

khalifah tidak seperti yang terjadi kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. 

Pengangkatannya ditentang antara lain oleh koalisi Aisyah, Zubair, dan 

Thalhah,52 serta Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Suria (Syam)53 

dengan alasan-alasan politis, di antaranya:  

a) Ali harus bertanggung jawab terhadap terjadinya pembunuhan atas 

diri Utsman, dan oleh karenanya diminta agar Ali menangkap 

pelakunya.  

b) Hak memilih untuk pengisian jabatan khalifah tidak lagi hak 

penduduk Madinah saja, karena wilayah Islam sudah tersebar luas 

dan tumbuh komunitas-komunitas Islam di daerah-daerah baru, 

maka semestinya pemilihan itu harus melibatkan mereka yang ada 

di wilayah-wilayah yang baru.54 

Berdasarkan realitas yang terjadi pada pemilihan Ali bin Abi Thalib se-

bagai khalifah dengan berbagai permasalahan yang muncul, para pengkaji 
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pemikiran politik Islam tidak menjadikan pola pemilihan Ali sebagai salah 

satu model dalam pemilihan kepala negara.55 

Dari keempat pola pemilihan kepala negara di zaman khulafa al-Ra-

syidin, setidaknya ada dua pandangan berbeda, yaitu pandangan Abu Zah-

rah dan al-Mawardi. Abu Zahrah melihat bahwa dari keempat pola pem-

ilihan para Khulafa al-Rasyidin ada tiga pola pemilihan, yaitu pemilihan 

secara langsung dan bebas, pemilihan melalui usulan pemimpin terdahulu 

kepada kandidat yang dikehendaki, dan pemilihan melalui pembentukan 

panitia pemilihan (election committee).56 Sedangkan al-Mawardi yang 

kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana Muslim lain menjadikan hanya dua 

pola pemilihan sebagai dasar inspirasi dalam pemilihan kepala negara 

(imam) yang meletakkan dasar pemilihan sistem syura atau demokrasi Is-

lam. Dua pola tersebut ialah:  

1) Pemilihan seorang calon kepala negara melalui proses pemben-

tukan panitia pemilihan yang terdiri dari para pemimpin umat, 

para pemimpin tentara, para pakar hukum (al-fuqaha), para cen-

dekiawan dan para tokoh lainnya. Model pemilihan seperti ini dise-

but syura (tidak langsung), karena pemilihan terhadap calon pem-

impin negara melalui Panitia Pemilihan, sebagaimana yang terjadi 

kepada Utsman bin Affan, kemudian dilakukan pembaiatan secara 

massal sebagai tanda dukungan rakyat terhadap calon terpilih dan 

sekaligus sebagai perwujudan legitimasi kepemimpinan dari rakyat.  

2) Pemilihan yang dilakukan secara langsung dan terbuka oleh umat 

atau rakyat. Setelah itu diikuti dengan pengumuman pemimpin 

yang baru, yang kemudian diikuti pembaiatan secara massal oleh 

umat Islam. Pemilihan seperti ini terjadi kepada Abu Bakar dan 

Umar bin Khattab (hanya saja pemilihan Umar melalui pengajuan 

usulan atau pencalonan oleh pemimpin terdahulu, yaitu Abu Ba-

kar).57 

 

Penutup  

Dari pemaparan mengenai pola-pola pemilihan keempat Khulafa al-

Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) dapat disampaikan be-

berapa poin kesimpulan, antara lain sebagai berikut:  

1) Dalam proses pemilihan keempat Khulafa al-Rasyidin tidak ter-

dapat satu pola yang baku, tetapi bervariasi, karena tuntutan situasi 

dan kondisi yang berbeda.  
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2) Pemilihan kepala negara di zaman Khulafa al-Rasyidin berdasarkan 

Syura (Demokrasi Islam) meskipun dengan pola-pola yang seder-

hana sesuai dengan kondisi waktu itu.  

3) Pola-pola yang berbeda dalam pemilihan para Khulafa al-Rasyidin 

sebenarnya melahirkan inspirasi dan interpretasi bahwa umat Islam 

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan orang 

banyak adalah masalah-masalah ijtihadiah yang harus diselesaikan 

bersama. Mengenai pola, cara atau mekanisme dapat disesuaikan 

dengan kondisi setempat sesuai dengan keperluan yang ada pada 

masing-masing umat, generasi, yang penting dasar acuannya satu, 

yaitu musyawarah (serious discussion) atau konsultasi.  

4) Tidak adanya ketentuan masa jabatan khalifah, sehingga terkesan 

masa jabatan khalifah seumur hidup. Kenyataan ini menjadi be-

berapa negara Islam Arab yang tidak membatasi masa kepala 

negara, seperti Saudi Arabia. 

5) Dari keempat pola pemilihan para Khulafa al-Rasyidin, dapat 

dikemukakan dua pola pemilihan dasar, yaitu pertama, pemilihan 

terhadap calon kepala negara melalui panitia pemilihan (election 

committee). Meskipun panitia ini tidak mencerminkan representasi 

dari seluruh rakyat karena alasan-alasan khusus yang berkaitan 

dengan kriteria bagi yang akan duduk dalam panitia, namun pani-

tia ini memiliki legalitas yang cukup. Kedua, pemilihan yang dil-

akukan secara langsung (dan bebas) oleh rakyat sebagaimana dita-

warkan al-Mawardi, Hal ini berbeda dengan pandangan Abu Zah-

rah yang mengemukakan tiga pola dasar pemilihan, yaitu pemili-

han secara langsung dan bebas, pemilihan melalui pencalonan oleh 

pemimpin terdahulu, dan pemilihan melalui pembentukan panitia 

pemilihan (election committee).  
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